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PUTUSAN
Nomor 545//Pdt.G/2022/PA.Crp
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada
tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan
dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Karang Pinang, pada tanggal 11 Januari 2000, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam
hal ini memilih berdomisili elektronik sariintan5062@gmail.com,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, lahir di Lubuk Alai, pada tanggal 15 Desember 1998, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan bengkel, bertempat
tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor
545/Pdt.G/2022/PA.Crp, pada tanggal 21 November 2022 telah mengajukan
alasan yang pada pokonya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Senin di Desa Karang

Pinang pada tanggal 1 Agustus 2022 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan
Akta Nikah Nomor 054 / 01 / VIII / 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
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Agama Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi
Bengkulu tertanggal 1 Agustus 2022;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di
rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pinang selama 18 hari, dan tidak
pernah berpindah tempat sampai akhirnya berpisah, dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun
dan harmonis yang disebabkan
a. Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebih, bahkan pada saat malam

pesta pernikahan hanya Penggugat yang bersanding di pelaminan karena
saat itu Tergugat tiba-tiba mengamuk dan marah kepada semua orang tanpa
sebab, sehingga keluarga Tergugat berinisiatif membawah Tergugat pulang
karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Bahkan setelah tinggal
satu rumah Tergugat juga sering marah kepada Penggugat karena Tergugat
cemburu jika Penggugat berdekatan dengan semua orang termasuk ayah
dan kakak kandung Penggugat sendiri. Hal tersebutlah yang membuat
Penggugat lebih memilih berpisah dengan Tergugat karena Penggugat takut
Tergugat akan berbuat nekat teradap Penggugat karena Tergugat sering
mengancam akan membunuh Penggugat;
b. Tergugat seorang pecandu narkoba;

4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi
pada tanggal 19 Agustus 2022 ayah kandung Tergugat menjemput Tergugat
untuk pulang ke rumah karena ayah kandung Tergugat malu atas perilaku
Tergugat yang selalu membuat masalah, semenjak saat itu Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tetap tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pinang, sedangkan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Alai;

5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah
pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat
berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan,

dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang
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memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan
yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidak
hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karenanya perkara ini tidak dapat dimediasi, Hakim yang
bersidang menasehati Penggugat agar berpikir kembali dan agar mengurungkan
niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan alasan gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah  Nomor
054/01Niii/l2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sindang Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong,Provinsi Bengkulu tertanggal 1
Agustus 2022 bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta
ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf serta diberi tanda P.;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua

orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. SAKSI KE-1, hubungan sebagai ayah kandung Penggugat Pengugat di

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwab saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah saksi di Desa Karang Pinang selama lebih kurang 18 hari setelah
itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah
mulai terjadi perselisihan karena waktu acara resempsi Tergugat marah-
marah dan mengamuk dan melemparkan gelas ddidepan para tetamu
tanpa diketahui sebabnya;

- Bahwa karena kejadian tersebut penganten perempuan (Penggugat) di
pelaminan sendirian tanpa didampingi penganten laki-laki karena Tergugat
dibawa pulang oleh keluarganya untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal serumah
selama 18 hari setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah;

- Bahwa selama 18 hari serumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
masih saja sering cekcok dan pada tanggal 18 Tergugat mau memukul
kepala saya dari belakang akan tetapi saksi bisa menghindarinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat mau memukul kepala
saksi;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pecandu narkoba dan sering menghisap
narkoba di rumah saksi bila ditegur Tergugat marah;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 19 Agustus 2022
karena Tergugat dijemput oleh orang tuanya habis mau memukul  saksi
dan sejak berpisah tidak saling pedulikan lagi;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, hubungan sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat

menikah dengan Tergugat;
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- Bahwab saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;

- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang
dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Pinang selama lebih kurang
18 hari seteah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa setahu saksi sejak awal pernikahan sampai pisah rumah rumah
tangga Penggugat sudah tidak harmonis karena dihari pesta tersebut
Tergugat sudah bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat
cemburu kepada penghias penganten, dan marah-marah kepada tamu
yang hadir sehingga keluarga Tergugat berinisiatif membawa Tergugat
pulang untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan;

- Bahwa karena kejadian tersebut penganten perempuan (Penggugat)
duduk di pelaminan sendirian tanpa didampingi penganten laki-laki;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat cemburu kepada
penghias penghias penganten;

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tanggal 19 Agustus 2022
karena Tergugat dijemput oleh orang tuanya dan sejak berpisah tidak saling
pedulikan lagi;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain
dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap
dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah
dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam
Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa
hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas
menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan,
kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa
Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, oleh
karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan
pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Curup berwenang secara absolut dan relative untuk
memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat
bukti (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang
Beliti Ulu Kabupaten Rejang Lebong, telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat
hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat

(4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada
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perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim Tunggal
Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah
tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena
Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus
diputuskan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah
Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan
Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai sifat
cemburu yang berlebihan dan Tergugat pecandu narkoba , puncak perselisihan
terjadi tanggal 19 Agustus 2022 sehingga Tergugat dijemput dan pulang ke
rumah orang tuanya keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka
dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam
surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang
sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan
meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P yang telah
memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 285 dan 301 Rbg Jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan mempunyai nilai
pembuktian sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende). Bukti P membuktikan
bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya

sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, y
ang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan
satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya
sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh
Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309
R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai
nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal
dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat
dan Tergugat dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah
mulai bertengkar sejak awal pernikahan dihari tresepsi pernikahan disebabkan
Tergugat cempuru tanpa diketahui sebabya, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah sejak 18 hari setelah pernikahan ;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua
orang saksi sesuai Pasal 306 RBg, keterangana atas dasar pengetahuan saksi
sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309
RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan
Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat bila
dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta huku

m sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami istri akan tetapi belum punya keturunan ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
karena Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan Tergugat
seorang pecandu narkoba;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat,

namun tidak berhasil.
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Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar sehingga berpisah sejak tanggal 19 Agustus 2022
dan dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan
pernikahannya dengan Tergugat, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan
petunjuk telah pecahnya rumah tangga (broken marriage) Penggugat dan
Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai
dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Agustus 2022 dan tidak pernah
rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri,
sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya
saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada
yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah,
tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya,
kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai
dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116
huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas,
maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya,
dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi
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Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak
berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 6  bahwa
semenjak berpisah rumah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah rukun
lagi, adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal
yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama
kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah figh menyatakan:

o ol
Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”
Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang
termaktub dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai
pendapat Hakim Tunggal :

48 Hlial) Culialli 3 ge V5 dane Lagin a5 ol o)l Lakia) o)

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang

antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian’,

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup
dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan
lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih
besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan
daripada menarik maslahat, sesuai kaidah figih sebagai berikut:

lad) s e asie auliall s
Artinya: “Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan”, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi
Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh
karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah
terbukti, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan
hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal
39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan
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Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan
Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan belum pernah
bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba’in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum
dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
(Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup
pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal
11 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh, Dra. Nurmalis M sebagai Hakim Tunggal.
Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Eka Yanisah Putri, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.
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Hakim ,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti

Eka Yanisah Putri, S.H.I.

Perincian biaya:

1.Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2.Biaya Pemberkasan/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 320.000,00
4.Biaya PNPB panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000.00

Jumlah Rp 465.000,000

(empat raus enam puluh lima ribu rupiah);
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